NEGARA DAN INTEGRASI ETNIS
CINA DI INDONESIA

Andreas A. Susanto®)

Indonesia adalah negara yang mempunyai keragaman
etnis yang cukup berwarna-warni, tentu bukan tanpa alasan
apabila semboyan nasionalnya menyerukan Bhinneka
Tunggal Ika. Namun demikian etnis Cina yang diperkirakan
sekitar 4 persen dari total penduduk Indonesia, tetaplah ting-
gal sebagai kelompok etnis tersendiri. Lepas dari sejarah
panjang keberadaan mereka sejak sebelum abad ke-15 lalu,
dan fakta bahwa hampir semua sekarang telah menjadi
warganegara Indonesia, orang Cina masih tetap dirasakan
sebagai outsider oleh sebagian besar warga yang menyebut
dirinya pribumi,

Keberhasilan dan dominasi ekonomi etnis Cina telah
melahirkan kecemburuan, kebencian, dan permusuhan. Se-
mentara orang Cina sendiri merasa mereka hanya dijadikan
kambing hitam dari berbagai kekecewaan politik. Paralel
dengan pengalaman orang Yahudi di Eropa dahulu, orang
Cina di Indonesia juga dikenal sebagai pedagang yang pintar
dan sukses, kurang sosial atau kurang bermasyarakat, dan
rentan secara politis. .

Tulisan ini akan membahas keterp1suhan etnis Cina dz
Indonesia yang terus berlanjut sejak jaman Belanda sampai
sekarang. Sudah barang tentu ada banyak penjelasan yang
bisa diajukan, namun argumentasi yang akan dipakai dalam
tulisan kali ini yaitu negara sebagai salah satu variabel
penting yang memberi kontribusi dalam keterpisahan etnis
Cina tersebut. Sejak jaman kolonial, keterpisahan itu telah
dipelihara dan dimanipulasi untuk melayani kepentingan
pemegang kekuasaan politik.

Pertama akan digambarkansi- yang menjelaskan bagaimana
tuasi pada masakolonial. Laluakan  keterpisahan etnis Cina dari ma-
didiskusikan beberapa pemikiran syarakatIndonesia itu terus ber-
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isolasi dari etnis lain, identitas
mereka yang unik pun terus ber-
tahan.

Lebih jauh lagi, pemerintah
kolonial juga mewajibkan orang
Cina untuk tetap mempertahan-
kan dandanan rambutnya yaitu
kucir panjang yang dikepang,
dan dilarang mengenakan pakai-
an model Barat atau dari etnis
lain (Liem, 1930: 153-154). Sejak
tahun 1717 orang Cina tidak di-
perbolehkan menikah dengan
orang dari luar kelompok etnis
mereka (The, 1993: 63). Fakta-

fakta tersebut mengilustrasikan
bagaimana pemerintah kolonial
Belanda secara aktif berusaha
memperkecil kemungkinan ter-
jadinya berbaurnya batas-batas
etnis.
Kebijakan penting yang ikut
meningkatkan keterpisahan et-
nis Cina dari masyarakat pribu-
mi ialah sistem status yang mem-
bagi stratifikasi sosial secara hie-
rarkhis menjadi 3 kelompok ya-
itu golongan Eropa di atas, go-
longan Timur Asing di tengah,
dan golongan pribumi di bawah.
Masing-masing golongan memi-
liki status dan hak-hak yang ber-
beda, dan secara umum orang
Cina yang masuk kategori Timur
Asing berada pada posisi yang
lebih menguntungkan daripada
golongan pribumi (Coppel, 1983:
13). Oleh karena itu asimilasi
dengan golongan pribumi akan
mengakibatkan penurunan sta-

tus sosial dan sekaligus kehilang-
an hak-hak istimewanya.

- Keterpisahan etnis Cina di
Hindia Belanda tidak dapat dile-
paskan dari kebijakan ekonomi
pemerintah kolonial. Penguasa
waktu itu memberikan berbagai
monopoli dari penarikan pajak,
distribusi perdagangan komodi-
tas tertentu, dan lain-lain kepa-
da segelintir orang Cina yang
kaya. dan mempunyai koneksi
dekat dengan mereka. Di satu pi-
hak, dengan memanfaatkan or-
ang Cina para penguasa kolonial

memperoleh hasil pajak yang
besar tanpa harus kerja keras
sendiri. Di pihak lain, individu-
individu Cina yang menjadi kroni
penguasa tersebut juga berhasil
membuatkeuntungan yang tidak
kalah besarnya dari kolusi itu

(Cator, 1936: 97-99; Williams,

1960: 24-27).

Namun demikian, setiap kali
muncul kritik atau protes ter-
hadap penurunan kesejahteraan
penduduk pribumi, para pejabat
kolonial seringkali mengkaitkan-
nya dengan orang Cina yang
kegiatannya sebagai pemungut
cukai/pajak dan rentenir bisa
dengan mudah dituduh meng-
gerogoti kesejahteraan rakyat.

Lalu pemerintah menerapkan

kebijakan baru untuk mengha-

pus hak-hak monopoli orang

Cina, membentuk badan per-

kreditan rakyat, serta memper-

ketat Wijkenstelsel dan Passen-



Stelsel (Williams, 1961: 35-42).
Pada tahun 1870 muncul aturan
agraria yang praktis membuat
orang Cina tidak dapat membeli
atau menyewa tanah dj pede-
saan (Phoa, 1992: 13).
Sepanjang abad ke-19 kebijak-
an yang diterapkan pemerintah
kolonial terus berubah-ubah dari
memberikan semacam proteksi
kepada kelompok orang Cina ke
bentuk represi dan kemudian
berbaikan kembali, Komunitas
orang Cina memberikan sum-
bangan yang besar ba gi perkem-
bangan ekonomi di Hindia Be-
landa, dan dissisi lain mereka juga
mudah dijadikan kambing hitam
atas ketidakpuasan rakyat pada
Saat-saat genting. Seperti dike-
mukakan oleh Wertheim (1964:
55), bahwa akhirnya menjadi
<ebiasaan untuk menaruh ke-
ialahan di atas pundak orang
-Ina atas keterti ggalan masya-
akat pribumi.
'.I'inda-kan-tindakan terhadap
tnis Cina yang diambil peme-
intah kolonial (yang menempat-
an mereka sebagai warganega-
1 kelas dua) memainkan peran
enting dalam mengembangkan
2sadaran nasional mereka. Inj
elahirkan sekolah-sekolah dan
rbagai perkumpulan yang di-
tkai untuk memurnikan keby-
tyaan Cina dan mencapai tu-
in-tujuan kelompok etnis ter-
but. Gerakan nasionalis orang-
ang Cina ini juga semakin

memperkuat identitas mereka
sebagai sebuah kelompok etnis,
dan konsekuensinya membuat
mereka menjadi lebih sadar dan
bangga akan ke-Cinaannya.

Oleh karena itu, di awal abad ke-

20 orang Cina menjadi semakin
Cina, dan dengan begitu di mata
orang-orang pribumi mereka
menjadi kian asing, Ini tenty saja
menciptakan halangan bagi in-
tegrasi orang Cina ke dalam ma-
syarakat pribumi.

Pemerintah kolonial menang-
gapi kebangkitan nasionalisme
orang Cina di Hindia Belanda inj
dengan menghapuskan Wijken-
stelsel dan Passenstelsel. Kemudi-
an pada tahun 1908 pemerintah
Juga membangun sekolah khu-
sus untuk anak-anak orang Cina,
sebelumnya hanya segelintir saja
(anak dari kalangan elite Cina)
yang dapat memperoleh pendi-
dikan Belanda. Lalu ketika Volk-
sraad dibentuk, golongan etnis
Cina diberi perwakilan terpisah
.dari golongan pribumi, dengan

jumlah cukup besar yang tidak
proporsional (Coppel, 1983: 15).
Orang-orang Cina yang diang-
!<at menjadi anggota Volksraad
1tu terutama diambil dari kelom-
pok yang berorientasi kepada Be-
lan.da, karenanya suara mereka
seringkali berseberangan dengan
suara wakil golongan nasionalis
Indonesia di badan tersebut (Wil-
Imott, 1961: 11).

Kiranya dapat terlihat de-

ngan jelas bahwa kebijaksanaan
pemerintah kolonial mempunyai
pengaruh yang besar dalam
membuat golongan etnis Cina
terpisah dari masyarakat Indone-
sia, dan menajamkan perbedaan-
perbedaan kepentingan dari ke-
duanya. Bahkan andai pun ha-
srat untuk berasimilasi itu ada,
peraturan penguasa dengan se-
gala konsekuensinya akan mem-
buat hasrat tersebut demikian
sulit diwujudkan. Namun begi-
tu, ini akan menjadi bias apabila
mengabaikan fakta bahwa sam-
pai batas tertentu, kelangsungan
sebuah masyarakat Cina yang
terpisah sebetulnya juga disebab-
kan oleh faktor-faktor pengha-
lang yang secara sadar atau ti-
dak sadar diciptakan sendiri oleh
orang Cina. Keterpisahan etnis
Cina memang sengaja dipaksa-
kan oleh Pemerintah kolonial Be-
landa, tetapi boleh jadi juga ke-
mudian dipertegas oleh mereka
sendiri. Faktor eksternal dan in-
ternal itu mendorong terbukanya
jurang pemisah antara orang Ci-
na dan masyarakat pribumi.

Perspektif dan Analisis

Bagian ini akan membahas
beberapa penjelasan atau analisa
yang mencoba menerangkan
mengapa dan bagaimana keter-
pisahan etnis Cina di Indonesia
terus berlangsung.

Apabila kebijaksanaan pe-

merintah kolonial sering disalah-
kan sebagai sumber penyebab
terjadinya keterpisahan etnis Ci-
na dari masyarakat pribumi, mes-
tinya gambaran dari hubungan
kedua golongan ini akan berbe-
da setelah kemerdekaan di mana
pemerintahan dipegang orang
Indonesia sendiri. Namun wa-
laupun situasinya tampak cukup
ideal bagi berkembangnya inter-
aksi sosial yang lebih intense, itu
ternyata tidak terjadi juga.
Menurut Palmier (1960: 122-
23), interaksi sosial itu terhambat
karena kesempatan atau harap-
an hidup yang terbuka bagi ke-
dua kelompok masyarakat (Cina
dan pribumi) itu cukup berbeda.
Secara umum, golongan pribumi
lebih cenderung memilih kesem-
patan hidupnya dalam dunia
birokrasi pemerintah, sedangkan
orang Cina cenderung ke dunia
perdagangan. Sebuah studi di
beberapa kota Jawa Timur juga
menunjukkan adanya perbe-
daan cita-cita dalam hidup an-
tara orang Cina dan Madura. Se-
mentara orang Cina umumnya
memimpikan sukses dalam bisnis
dan pendidikan yang baik bagi
anak-anaknya agar dapat me-
mungkinkan mereka menaiki
tangga status sosio-ekonomi, ke-
banyakan orang Madura meng-
angankan untuk mengumpulkan
emas, naik- haji, dan memiliki
tanah di kampung halamannya
(Oetomo, 1991: 17). Fakta bah-



wa kesempatan atau harapan
hidup orang pribumi tergantung
pada orang pribumi yang lain,
demikian halnya dengan orang
Cina, tidak melahirkan dorong-
an bagi keduanya untuk mema-
suki hubungan sosial satu sama
lain.
Lebih jauh lagi, minat dan
kepentingan mereka tidak ber-
hubungan satu sama lain, kecuali
dalam kelompoknya sendiri.
Danoleh karena kedua kelompok
ini merupakan bagian dari dua
sistem status yang berlainan,
maka sangsi sosial yang dikena-
kan pun hanya bisa diterapkan
oleh paraanggota dari kelompok
masing-masing. Nilai-nilai kedu-
anya kadang bukan hanya ber-
beda tapi saling berseberangan.
Hubungan dengan orang-orang
dari kelompok lain tidak pula
menaikkan status di mata orang-
orang di kelompoknya, atau bah-
kan malah sebaliknya malah
menurunkan.

Apayang digambarkan diatas
kiranya sejalan dengan apayang
dilukiskan oleh Furnivall sebagai
masyarakat plural. Menurutnya,
masyarakat plural terpecah ke
dalam golongan-golongan yang
tak saling berhubungan, living
stde by side, yet without mingling
(1976: 446) Seperti sebuah med-
ley, elemen-elemennya bercam-
pur tetapi tidak merupakan se-
buah kombinasi harmonis yang
menghasilkan sebuah orkestra.

Masing-masing kelompok atau
golongan memegang agama,
pandangan hidup, cita-cita dan
budayanya sendiri-sendiri. Satu-
satunya arena yang memperte-
mukan para anggota dari go-
.longan-golongan yang berbeda
itu hanya di lapangan ekonomi
(pasar). Seperti telah diketahui
secara luas bahwa sejak kemer-
dekaan telah semakin banyak
orang Cina dan pribumi yang
bekerjasama dalam berbagai bis-
nis dan asosiasi pengusaha,/ pe-
dagang. Hubungan bisnis ini
ternyata tidak selalu atau jarang
berimplikasi pada peningkatan
hubungan sosial.

Bagi Muijzenberg, Furnivall
terlalu banyak menekankan pa-
da paham golongan dalam ma-
syarakat plural. Faktor disintegra-
si antargolongan rasial juga ter-
lalu ditekankan sehingga seakan-
akan kelompok-kelompok itu
memiliki sebuah kesadaran diri
(dalam Columbijn, 1994: 67).
Sebab itu sebagai sebuah alat
untuk menganalisa realitas so-
sial, konsep Furnivall nampak-
nya memang terlalu kaku.

Namun demikian, bagi keba-
nyakan orang yang menggu-
nakan pendekatan pluralistik
relasi antara etnis Cina dan ma-
syarakat pribumi memang masih
ditandai dengan kurangnya in-
tegrasi dan oleh absennya kesa-
maan nilai sosial dan kultural
(Willmott, 1960; Tan, 1963; Oeto-

mo, 1984). Bahkan sebagaimana
dicatat oleh studi Palmier (1960),
orang Cina dan pribumi yang
sering berjumpa dalam gereja,
yang sama saja, kemudian tidak
diikuti dengan perkenalan yang
lebih dekat.

Kontak antarkedua golongan

pada berbagai kesempatan di
luar pasar sebetulnya juga cukup
banyak terjadi. Mereka bisa saja
terlibat kerjasama dalam kepa-
nitiaan perayaan hari-hari nasio-
nal atau hari raya, gotong ro-
yong, pengumpulan dana untuk
korban banjir, namun pada sisi
lain, itu semua tidak banyak
menghasilkan hubungan yang
lebih intim. Dalam hal ini, Melly
Tan menerangkannya sebagai
perbedaan antara interaksi sosial
dalam institusi publik (seperti
gereja, sekolah, organisasi for-
mal, dan perusahaan) dan dalam
institusi privat (seperti klub sosial,
klubsport, rekreasi, perkawinan).
Ini mungkin sedikit banyak juga
menjelaskan mengapa perkawin-
an antara kedua golongan ja-
rang terjadi meskipun keduanya
belajar di sekolah yang sama atau
bekerja di perusahaan yang
sama, bahkan beribadah di tem-
pat yang sama. :

Dari bahasan di atas tentu ma-
sih terbuka untuk mempertanya-
kan apakah memang perbedaan
kultural yang menjadi akar dari
keterpisahan etnis Cina di Indo-
nesia. Menurut Wertheim tidak-

lah demikian, perbedaan kultu-
ral bukan faktor utama yang me-
nentukan timbulnya ketegangan
atau konflik antara minoritas et-
nis Cina dan mayoritas pribumi,
melainkan kompetisi ekonomi
(1964: 69).

Dalam analisa Wertheim, se-
bagian orang pribumi yang pada
awalnya memanipulasi sentimen
nasional dan agama untuk me-
ngedepankan kepentingan mere-
ka sebagai sebuah golongan.
Para pengusaha atau pedagang
pribumi menggunakan bendera
agama sebagai ideologi penyatu
untuk melawan orang Cina saing-
an mereka yang lebih kuat. De-
mikian juga, kelompok nasiona-
lis sekuler menggunakan nasio-
nalisme untuk tujuan yang seru-
pa, dengan memvonis saingan-
nya sebagai orang asing yang
tidak mau berbaur dengan ma-

syarakat tuan rumah (Wertheim,
1964: 81). Persaingan ini telah
menambah kedahsyatan kam-
panye anti-Cina yang dilancar-
kan secara periodik. Kelas peng-
usaha pribumi ini berusaha men-
cari dukungan terutama dari
kelas bawah urban yang umum-
nya paling menderita akibat
praktek rent-seeking, kolusi dan
korupsi, di mana para pedagang
asing ini dituduh sebagai pe-
nyebab terjadinya malpraktek
tersebut.

Dalam pengamatan Wert-
heim, kenyataan yang ada me-



nunjukkan bahwa relasi kedua
golongan justru makin membuy-
ruk pada saat perbedaaan kultu-
ral mulai memudar sampai pada
Patas di mana persaingan men-
]ac:li dimungkinkan, Kurangnya
asimilasi bukan motif sebenarnya
yang mau diajukan dalam kam-
panye, tetapi lebih karena itu me-
rupakan suatu rasionalisas; yang
coch.' Ia memberikan alasan
yang bagus untuk memilih se-
buah kelompok “outsider, aliens”
:&;ebagai target. Tujuan utamanya
ialah untuk menghalau orang
Cina dalam rangka untuk bisa
masuk menggantikan posisi ke-
kuatan ekonomi. Oleh karena itu
problem pengusaha pribumi ini
tidak akan selesaj dengan asimi-
lasi masal dari pesaingnya (Wert-
heim, 1964: 79). Justru mungkin
sebaliknya, andai etnis Cina se-
cara kolektif berhasil melakukan
asimilasi, maka akan hilanglah
alésan untuk meniadakan per-
saingan dan tidak ada lagi yang
bisa dikambinghitamkan Secara
mudah. '

Wertheim boleh jadi terlalu
berlebihan dalam menilai hidden
1genda yang ada di balik usaha-
1saha mendorong asimilasi dan
engembangan bisnis pribumi.
Namun demikian, gagasan be-
‘arnya tentang pertarungan di
nedan ekonomi masih mengil-
1ami media dan pemikiran in-
elektual sampai sekarang (Robi-
on, 1986; Schwarz, 1994). Yang

lfurang diperhatikan dalam ana-
lisa Wertheim ialah peran dari
negara.

Negara Indonesia dan Minori-
tas Etnis Cina

Bagian ini akan mengkaji

dampak dari kebijakan pemerin-
tah dan perlakuan negara ter-
hadap golongan minoritas etnis
Cina. Fokus akan lebih ditekan-
kan pada era Orde Baru, sejak
etnis Cina ada di bawah tekan-
an yang lebih kuat untuk bera-
similasi. Meskipun tampaknya
pemerintah Indonesia berusaha
untuk mengasimilasikan etnis
Cina ke dalam bangsa Indonesia,
namun kebijakan yang ditempuh
masih merupakan campuran
antara sifat asimilasionis dan
Separatis.

KeWarnegaraan

Konstitusi negara Republik
Indonesia menyatakan bahwa
warga negara Indonesia (WNI)
adalah orang Indonesia asli dan
mereka dari bangsa lain yYang
menjadi WNRI oleh penetapan
hukum (naturalisasi). Dengan
demikian, kewarnegaraan itu
diperoleh oleh penduduk asli se-
Cara otomatis, tetapi tidak oto-
matis bagi golongan lain kecuali
mereka terlebih dulu memenuhj
kondisi/kriteria tertentu.
-~ Istilah warga negara Indone-
sia telah sejak semula memiliki

aroma legalistik yang artifisial
(Coppel, 1983: 3). Dalam perca-
kapan sehari-hari, apabila orang
disebut WNI maka biasanya su-
dah umum dipahami bahwa
yang dimaksud adalah ketu-
runan asing (lebih khusus lagi
Cina) dan bukan asli. Jadi WNI
sebetulnya merupakan kependek-
an dari WNI keturunan asing.
Biasanya dalam berbagai doku-
men orang Cina memang ditulis
secara lengkap, kalau pun tidak
maka akan diberi kode khusus
untuk menandai keturunan asing
tersebut. _
Penggunaan kata asing jelas
menekankan keasingan dari
orang Cina yang menjadi WNL
Bukan kata itu saja yang tetap
mengingatkan orang Cina akan
ke-Cinaannya, tetapi juga kare-
na mereka selalu harus membuk-
tikan kewarganegaraannya de-
ngan menunjukkan Surat Bukti
Kewarganegaraan Republik In-
donesia (SBKRI) setiap kali mere-
ka mengurus sekolah, paspor,
dan lain sebagainya (sesuatu
yang tidak perlu bagi warga ne-
gara pribumi).
Kiranya jelas bahwa kriteria

legal, tidak selalu sesuai dengan

realitas sosial. Banyak WNI ketu-
runan Cina yang merasa tetap
dilihat tetap sebagai orang Cina
(asing), oleh karena itu diperlaku-
kan berbeda (bukan istimewa).
Misalnya, mereka selalu harus
memenuhi persyaratan lebih
banvak dan membavar lebih

mahal daripada WNI pribumi.
Dengan demikian yang terjadi
adalah terlepas dari seberapa
jauh mereka telah berusaha
mengidentifikasikan diri dan ber-
sekutu dengan masyarakat Indo-
nesia, seorang WNI keturunan
Cina tetaplah pertama-tama di-
pandang dan diperlakukan se-
cara sosial maupun hukum se-
bagai orang Cina, serta dikaitkan
dengan masyarakat Cina. Ini
kiranya bisa dipahami mengingat
identitas pertama dan mungkin
terpenting yang dilihat membe-
dakan kelompok etnis satu de-
ngan yang lain ialah ciri biologis
(lihat Somers-Heidhues, 1996).
Dalam kasus kewarganega-
raan ini muncul pemikiran yang
mengusulkan agar dasarnya di-
ganti dari fus sangguinis ke ius soli,
dengan begitu semua anak yang
dilahirkan di bumi Indonesia,
meskipun orangtuanya ketu-
runan Cina akan otomatis men-
jadi WNI seperti yang pribumi.

Kebijakan Kultural dan Pen-
didikan

Selama pemerintahan Orde
Baru dan sampai sekarang se-
rangkaian peraturan diimple-
mentasikan dengan maksud un-
tuk mempercepat proses asimila-
si. Berdasarkan instruksi peme-
rintah, kegiatan religius orang
Cina yang mempunyai keter-
kaitan kultural dengan negara
asal hanva boleh diekspresikan



secara pribadi, dan segala ben-
tuk perayaan yang berhubungan
dengan kepercayaan dan tradisi
Cina hanya boleh diselenggara-
kan dalam batas rumah masing-
masing (Tan, 1991: 117). Mere-
ka yang masih mempergunakan
nama Cina juga didesak untuk
menggantinya dengan nama In-
donesia (apakah nama-nama
seperti Salim, Prayogo, Tanzil
bisa disebut Indonesia, dari ka-
camata anthropologi tentu masih
bisa dipersoalkan). Sementara
peraturan lain berkaitan dengan
pelarangan penggunaan aksara
Cina di media massa, serta pen-
jualan hasil penerbitan yang
memakai bahasa Cina. Buku,
majalah, film, dan kaset berba-
hasa Cina merupakan barang-
barang yang terlarang untuk
dibawa masuk ke dalam negara
Dari kebijaksanaan dan per-
aturan tersebutjelas kiranya bah-
wa bagi pemerintah, asimilasi
berartilenyapnya sebuah kelom-
pok etnis sebagai suatu entitas
sosio-kultural. Segala bentuk
keterkaitan kultural yang ber-
sumber pada negeri asal harus
lihilangkan agar dapat memberi
‘uang atau kesempatan bagi ele-
nen-elemen kultural pribumi
mtuk tumbuh dan berkembang
Tan, 1991: 114). Ini bermakna
rang Cina harus mengingkari
‘an membuang ke-Cinaannya,
ulu meleburkan dirinya ke da-

lam masyarakat pribumi.
Namun dalam kenyataannya,
implementasi dari peraturan
dan kebijakan pemerintah ter-
hadap kehidupan sosio-kultural
etnis Cina itu tidak selalu tegas
dan konsisten. Dalam berbagai
situasi, terlihat bahwa implemen-
tasi tersebut banyak ditentukan
oleh sikap pribadi dari masing-
masing pejabat pemerintah (bi-
rokrasi atau militer) terhadap et-
nis Cina. Pertunjukan opera Sam
Pek Eng Tai (yang memper-
gunakan bahasa Indonesia) mi-
salnya, boleh dipertunjukkan di
Jakarta tetapi ditolak ijin pemen-
tasannya oleh pihak berwenang
di Medan. Sementara itu, film-
film bioskop dan kaset video
Mandarin dari Hongkong atau
Taiwan dapat dipertontonkan
atau disewa; para penyanyi ber-
bahasa Mandarin juga secara ter-
atur mengisi acara di berbagai
hotel dan restoran di kota-kota
besar Indonesia (termasuk Me-
dan sudah barang tentu).

Di samping ada peraturan
resmi yang jelas, ada pula bebe-
rapa kebijakan yang diterapkan
secara terselubung atau dengan
cara yang lebih halus. Ini teruta-
ma terjadi di bidang pendidikan
dan lapangan kerja. Meskipun
secara resmi pemerintah men-
dorong terjadinya asimilasi me-
lalui dunia pendidikan, namun
pada saat yang bersamaan juga
membatasi secara ketat masuk-

nya anak-anak keturunan Cin.a
dalam sekolah-sekolah atau uni-
versitas negeri. Oleh karenanya
tidak mengherankan bila kemu-
dian mereka terkonsentrasi di
lembaga-lembaga pendidikan
swasta. Ini tentunya membuka
peluang bagi terciptanya eksklu.—
sivitas baru. Pemerintah kemudi-
an menekan lembaga pendidikan
swasta tersebut untuk juga ikut
membatasi keberadaan peserta
didik dari keturunan Cina su-
paya lebih proporsional dengan
yang pribumi. Kebijakar} yang
memperlakukan etnis Cina se-
cara diskriminatif ini jelas hanya
mempertegas garis perbedaafl
mereka dengan masyarakat pri-
Hambatan yang kurang lebih
serupa dirasakan terjadi pula
dalam kesempatanyang dibulfa
bagi orang Cinadi sektor l\OI\'blS-
nis. Ada semacam pengkapling-
an peluang yang tak tertulis di
mana bagi orang Cina jalan lg-
bar untuk mencapai puncak kari-
er hanya terbuka di bisnis swas-
ta, sedang dalam profesi lain se-
perti militer atau pegawai negerl
ada semacam kuota yang mem-
batasi. Bahkan walaupun

akhirnya mereka berhasil diteri-

ma di dinas tersebut, umumnya
karier mereka akan berakhir
pada posisi medioker saia. De-
ngan mendorong orang Cina un-
tuk tetap bertahan di sektor bis-
nis, maka dikotomi etnis dalam

profesi pun terus berlangsung.
Padahal kalau dilihat pada masa
kolonial sampai sebelum Orde
Baru, biarpun tidak dominan
tetapi cukup banyak orang Ci1.1a
yang bergiat di luar bidang bis-
nis, seperti menjadi wartawan,
penulis/sastrawan, polit:lsi, in-
telektual, dan lain sebagainya.

Kebijaksanaan Ekonomi

Setelah Indonesia memper-
oleh kemerdekaan, pemerintah
mulai melancarkan proses pribu-
misasi di sektor ekonomi untuk.
mengurangi kekuatan ekonomi
etnis Cina dan mengembangkan
wiraswasta pribumi. Tahun 1959
dikeluarkan Peraturan Pemerin-
tah No. 10/1959 yang melarang
orang Cina melakukan perdaga-
ngan di pedesaan (Mackie, 1976:
8297). Larangan tersebut meng-
akibatkan eksodusnya orang-
orang Cina ke perkotaan, dengarf
begitu mempertegas dikotomi
domisili. :
Dalam usaha untuk memba-.
ngun kekuatan ekonomi pnbuml
yang dikenal dengan Politik Ben-
teng, dikeluarkan peraturan
yang mengharuskan pemerintah
memberi prioritas kepada pen-
gusaha pribumi dalam pembe-
lian barang-barang dan pembe-
rian kontrak kerja. Oleh karena
banyak sektor bisnis yang kemu-
dian tertutup bagi pengu§aha
Cina, dan lisensi mereka juga



tidak dapat diperpanjang lagi
(Suryadinata 1993: 95). Kebijak-
an yang dinilai diskriminatif ini
bukan saja membuat pelaku bis-
nis dari kedua golongan itu jadi
terpisah, tetapi lebih dari itu ia
semakin mempertebal solidaritas
etnis di antara pengusaha Cina.
Baru kemudian pada era Orde
Baru, etnis Cina sebagai sebuah
kelompok memperoleh peluang
-yang besar untuk memperluas
bisnisnya. Ini yang kemudian

. membuat keberadaan mereka

terlihat mencolok, sehingga se-
ringkali menjadi sasaran kecem-
buruan sosial. Pemihakan atau
‘kedekatan Suharto pada peng-
usaha Cina yang menjadi kroni-

‘'nya menambah permusuhan
dan kebencian terhadap mereka.

- Pada titik inilah, orang Cina da-
pat dijadikan sebagai kambing
hitam yang pas bagi kegagalan
pemerintah dalam menciptakan
pemerataan kesejahteraan sosial.

[lustrasi yang baik dicermin-
kan melalui kasus Tapos. Pada
tanggal 4 Maret 1990, Suharto
mengundang 31 konglomerat (21
di antaranya pengusaha Cina)
ke ranch-nya di Tapos. Dalam
pidatonya yang disiarkan televi-
si secara nasional Suharto meng-
ingatkan para konglomerat terse-
but bahwa mereka sekarang te-
lah berhasil menjadi kaya itu
tidak lain karena kesempatan
yang diberikan oleh bangsa dan
negara ini, oleh karenanya mere-

ka perlu membalas budi. Pada
intinya Suharto menuntut para
konglomerat itu untuk menjual
25 persen dari saham mereka
kepada koperasi. Ini dimaksud-

kan untuk mencegah terjadinya |

kecemburuan sosial yang dapat
meledak menjadi kerusuhan

massa (Tempo, 10 Maret & 14

April 1990).

Melalui pidatonya di Tapos
itu, Suharto secara tidak'lang-
sung telah menunjukkan kepada
seluruh bangsa bahwa komuni-
tas bisnis Cinalah yang bertang-
gungjawab terhadap kesenjang-
an sosial di Indonesia. Dengan
melakukan itu dia sebetulnya te-
lah merusakkan usaha keras
Orde Baru selama itu untuk me-
nyembunyikan ketegangan atau
konflik etnis ke bawah permu-
kaan (antara lain dengan me-

larang segala hal yang berkaitan
dengan SARA). Pidato dan siar-
an tersebut telah menguatkan
kesan banyak orang bahwa ke-
lompok pengusaha Cina secara
kolektif merupakan kekuatan
ekonomi yang lebih besar daripa-
da pemerintah. Efek yang di-
inginkan pada pokoknya ialah
untuk menakut-nakuti pengusa-

ha Cina agar mau membantu

Suharto meredam ketidakpuas-
an rakyat. Pengalihan sebagian
saham kepada koperasi lebih
merupakan bagian dari strategi
politik teater belaka, untuk me-
nimbulkan special effects.

Kejadian Tapos tersebut me-
nunjukkan bahwa gaya kepe-
pimpinan Suharto yang paterna-
listik ikut memberi kontribusi
yang penting terhadap ketegang-
an hubungan etnis Cina dan
pribumi. Bahkan seandainya Su-
harto untuk kepentingan poli-
tiknya sendiri, merasa perlume-
melihara hubungan pribadi yang
dekat dengan para pelaku bisnis
utama negeri ini, kenapa harus
mereka yang dari etnis Cina, dan
bukan yang pribumi? Spekulasi
yang beredar ialah bahwa beta-

pa pun besar dan kuatnya peng-
usaha-pengusaha Cina tersebut
mereka tidak dapat berkembang
menjadi ancaman bagi Suharto
sebab mereka tidak akan pernah
bisa memperoleh dukungan luas
masyarakat pribumi (apalagi se-
lama mereka bisa dipisahkan
dari mayoritas pribumi dan terus
ditempatkan sebagai outsider dan
aliens). Tetapi kelompok pengu-
saha pribumi yang kuat secara
ekonomi dan lepas dari patrona-
si penguasa akan berbeda ceri-
tanya. Sebuah kelas pengusaha
pribumi yang independen akan
merupakan ancaman potensial
bagi penguasa (Schwarz, 1994:
127).
Namun di mata kebanyakan
orang Cina sendiri sebetulnya
- hubungan dekat segelintir kong-
lomerat Cina dengan Suhartoitu
dilihat sebagai ancaman serius
bagi keselamatan mereka di ke-

mudian hari. Seperti dikatakan
oleh seorang pengusaha Cina
yang tidak punya afiliasi dengan
pemerintah: “It doesn’t matter
how much we try to work with
pribumi or help small pribumi busi-
nessmen, if at the end of the day
resentment boils over, all the Chi-
nese will suffer.” (Schwarz, 1994:

131).

Penutap

Keberhasilan Orde Baru da-
lam mengasimilasikan minoritas
etnis Cina di Indonesia memang
tidak bisa diabaikan. Kiranya
cukup layak untuk mengatakan
sebagian besar orang Cina de-
wasa ini mengidentifikasikan di-
rinya sebagai orang Indonesia.
Mereka sudah tidak bisa berbi-
cara dalam bahasa Cina, keba-
nyakan sudah tidak menganut

kepercayaan tradisional Cina,
dan sudah jarang yang meraya-
kan tradisi-tradisinya.

Namun demikian, mungkin
orang harus dapat membedakan
antara apa yang disebut proses
akulturasi dan proses.integrasi
sosial. Yang pertama berkaitan
dengan makin memudarnya tra-
disi budaya Cina yang asli dan
diadopsinya sejumlah elemen
budaya lokal. Dalam hal ini pe-
merintah mungkin telah berha-
sil membuat orang Cina menja-
di less Chinese dengan menghi-
langkan sebagian besar ke-Cina-



annya. Tetapi sebaliknya dari
yang diharapkan, proses integra-
si sosial tetap tidak berjalan lan-
car, sebagaimana terlihat dari
masih terpisahnya etnis Cina dari
mayoritas penduduk.

Dari itu perlu ditinjau kembali
bagaimana kebijaksanaan dan
perlakuan pemerintah terhadap
etnis Cina ikut memberi kontri-
busi terhadap keterpisahan terse-
but. Oleh karena merasa tetap
selalu didiskriminasi meskipun
mereka telah menuruti berbagai
ketentuan pemerintah, serta me-
lepaskan tradisi dan atribut Ci-
nanya, telah membuat banyak
orang Cina merasa frustasi.
Mereka yang sudah sedemikian
rupa hidup berbaur dengan ma-
syarakat pribumi pun akhirnya
kembeali kecewa ketika kerusuh-
an timbul toh mereka tetap jadi
sasaran juga semata-mata kare-
na mata dan kulit mereka yang
berbeda. Sebab itu, mereka ke-
mudian cenderung menarik diri
ke dalam kelompoknya sendiri
dan memperkuat identitas dan
solidaritas etnis. Kalaupun mere-
ka tidak menekankan ke-Cinaan-
nya, paling tidak mereka akan
melihat dirinya berbeda dari et-
nis pribumi lain.

Meskipun asimilasi tetap bisa
saja menjadi pilihan pribadi bagi
individu tertentu, namun sebagai
sebuah kelompok, reaksi yang
umum terhadap diskriminasi
adalah meningkatkan solidaritas

golongan. Untuk mencapai itu,
para anggotanya akan menekan-
kan ciri-ciri kultural tertentu yang
membedakan mereka dari golong-
an mayoritas. Dengan melaku-
kan itu sebetulnya mereka tetap
saja membahayakan posisinya
sendiri sebagai suatu kelompok.
Itulah tidak lain dari dilema et-
nis Cina di Indonesia.
Kembali ke argumentasi uta-
ma dari tulisan ini, pemerintah
mempunyai peran yang sentral
dalam melakukan proses inte-
grasi sosial antara golongan et-
nis Cina dan pribumi. Secara
singkat dapat dikatakan bahwa
persoalan yang selama ini timbul
dari ketegangan hubungan an-
tara kedua golongan dapat sa-
ngat diminimalisasikan, tergan-
tung dari seberapa jauh negara
dapat menyelenggarakan suatu
pemerintahan dan suatu kehidup-
an berbangsa dan bernegara
yang demokratis. Memang tidak
mudah untuk mengajak ma-
syarakat luas untuk dapat me-
nerima perbedaan, untuk tidak
rasialis, untuk tidak diskrimina-
tif, tetapi negara dengan legitima-
si hukumnya dapat memaksa
agar tata hubungan antaranggo-
ta masyarakat, antaranggota
masyarakat dan negara, yang
berkeadilan (semua warganega-
ra sama kedudukan dan haknya
di muka hukum) dapat ditegak-
kan, ditaati oleh semua warga-
negara tanpa kecuali.
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